BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011

Menimbang : a.

Mengingat :

[a—y

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan ohjek
retribusi, serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan Pasar,
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayananan Pasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844} ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 28} ;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
- RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 28) , diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 selengkapnya
berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

P

o

10.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu d i bidang retribusi
daerah

sesuai dengan peraturan perundang-imdangan yang berlaku.

Intansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan
Kepala Daerah diserahi tugas untuk memimgut retribusi pelayanan pasar,
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya
Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga
terwujud proses jual beli yang secara langsung mempcrdagangkan barang
atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak
langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak
Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya.

Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit langit yang dipergunakan untuk berjualan.



11.

12,

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Bedag adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar dengan bentuk
memanjang dilengkapi dinding berupa tembok a t au partisi papan;

Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk
bangunanmemanjang tanpa dilengkapi dinding.

Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan
untuk menggelar dagangan.

dihapus :

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar
yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok
retribusi yang terutang. '

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan
retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3
selengkapnya berbunyi :
: Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu:

Pasar Minulyo;

Pasar Margo Mulyo Punung;

Pasar Gondosari;

Pasar Donorojo;

Pasar Ngadirejan Pringkuku;

Pasar Nawangan;

Pasar Ngudirejo Bandar;

Pasar Tulakan;

Pasar Lorog Ngadirojo;

Pasar Arjosari;

Pasar Bangsri Pacitan;

Pasar Hewan Pacitan;
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(2)

(3)

(4)

m. Pasar Arjowinangun;

n, Pasar Sawo; dan

o. Pasar Gerdon,

Fasilitas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

Kios;

Bedag;

Los;

Pelataran;

Tempat bongkar muat; dan

f. MCK.

Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperuntukan
untuk lokasi:

a. pedagang tetap; dan

b. pedagang tidak tetap

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.

® ooy

Kentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi:

(1)
(2)
(3)

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan. -
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

Ketentuan diantara BAB XI dan BAB XII ditambah 2 BAB baru yaitu BAB
XI. A dan BAB XI. B, yang selengkapnya berbunyi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

BAB XI. A
KEBERATAN

Pasal 16.A

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 16.B

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besaruya
Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepada Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16.C

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI.B
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16.D

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.



5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 selengkapnya berbunyi:
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2008 Nomor 14)

b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penetapan
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 Nomor 50}

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

6. Ketentuan Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan. ,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN

e

INDARTATO

Diundangkan dl Pacitan
Pada tanggal 12 Jull 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 149-10/2018



LAMPIRAN —

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NOMOR 10

STRUKTUR DAN BESARAN TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH
A. Penggunaan Kios, Bedag, Los dan PELATARAN

NO JENIS FASILITAS TARIF RETRIBUSI KETERANGAN
1 2 3 4
1. | PASAR MINULYO

A, KIOS
1. Blok A (menghadap ke utara) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
2. Blok A (kios mainan) Rp. 1.150.000,00 | Pertahun
3. Blok A (Gudang) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
4. Blok B (menghadap ke plataran parkir) Rp. 2.500.000,00 | Pertahun
5. Blok B (1/2 kios) Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
6. Blok C (1 kios) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
7. Blok C (1/2 kios) Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
8. Blok D (1 kios) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
9. Blok D (1/2 kios) Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
10. ' Blok E (1 kios) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
11. BlokE (1/2 kios) Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
12, Blok G (berdapur) Rp. 3.000.000,00 | Pertahun
13. Blok G (non dapur) Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
14. Blok G (non roling) Rp. 1.150.000,00 | Pertahun

B. BEDAG Rp. 1.250.000,00 | Pertahun

C. LOS
1. Daging dan Ikan Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
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1 3 4
2. Kuliner Rp. 600.000,00 | Pertahun
D. |PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m2 /hari
E. MCK
1. MCK A Rp. 5.500.000,00 | Pertahun
2. MCK B Rp. 5.000.000,00 | Pertahun
3. MCK C Rp. 4.400.000,00 | Pertahun
2. | PASAR MARGO MULYO, PUNUNG
A. KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1.500.000,00 | Pertahun
2, Kios Blok B Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
B. BEDAG _
1. Bedag Permanen Rp. 650.000,00 | Pertahun
2, Bedag Semi Permanen Rp. 500.000,00 | Pertahun
C. |LOS
1. Los Buah Rp. 600.000,00 | Pertahun
2. Los dalam pasar Rp. 300,000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m?2 /hari
E. MCK
1. MCK A Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
2. MCK B Rp 1.500.000,00 | Pertahun
3. | PASAR GONDOSARI
A, KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 750.000,00 | Pertahun
B. BEDAG
1. Bedag Permanen Rp. 500.000,00 | Pertahun
2. Bedag Semi Permanen Rp. 400.000,00 | Pertahun
C. LOS
1. Los Polowijo Rp. 400.000,00 | Pertahun




1 3 4
2. Los di dalam Pasar Rp. 250.000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
E. MCK Rp. 700.000,00 | Pertahun
4. [ PASAR DONOROJO
A. KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 850.000,00 | Pertahun
3. Kios Blok C Rp. 500.000,00 | Pertahun
B. LOS
1, Los di atas Rp. 300.000,00 | Pertahun
2, Los di bawah Rp. 250.000,00 | Pertahun
C. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
D. |MCK Rp. 850.000,00 | Pertahun
5. | PASAR NGADIREJAN PRINGKUKU
A, KIOS Rp. 900.000,00 | Pertahun
B. BEDAG Rp. 400.000,00 | Pertahun
C. LOS Rp. 200.000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
E. MCK Rp. 300.000,00 | Pertahun
6. | PASAR NAWANGAN
A. KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 800.000,00 | Pertahun
3. Kios Blok C Rp. 600.000,00 | Pertahun
B. LOS '
1. Los A Rp. 250.000,00 | Pertahun
2. Los B Rp. 300.000,00 | Pertahun
C. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
D. |MCK Rp. 900.000,00 | Pertahun




1 3 4
7. | PASAR NGUDIREJO BANDAR
A, KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 900.000,00 | Pertahun
B. LOS
1. Los A Rp. 250.000,00 | Pertahun
2. Los B Rp. 300.000,00 | Pertahun
C. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
D. {MCK Rp. 800.000,00 | Pertahun
8. | PASAR TULAKAN
A. KIOS Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
B. BEDAG Rp. 600.000,00 | Pertahun
C. LOS Rp. 300.000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /nari
E. MCK Rp. 800.000,00 | Pertahun
9. | PASAR LOROG NGADIROJO
A. KIOS
1. Kios Blok A Rp. 1,000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 750.000,00 | Pertahun
B, BEDAG Rp. 600.000,00 | Pertahun
C. LOS
1. Los A Rp. 300.000,00 | Pertahun
2. Los B Rp. 400.000,00 | Pertahun
D. |PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
E. MCK Rp. 800.000,00 | Pertahun
10. | PASAR ARJOSARI
A KIOS
1. Kios A Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
2. Kios B Rp. 1.000.000,00 | Pertahun




1 2 3 4
B. BEDAG Rp. 400.000,00 | Pertahun
C. LOS Rp. 300.000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per in? /hari
E. MCK Rp. 800.000,00 | Pertahun
11. | PASAR BANGSRI, PACITAN
A. KIOS Rp. 750.000,00 | Periahun
B, BEDAG Rp. 600.000,00 | Pertahun
C. LOS Rp. 300.000,00 | Pertahun
D. | PELATARAN Rp. 1.000,00 { Per m? /hari
E. MCK Rp. 400.000,00 { Pertahun
12. | PASAR HEWAN
A. KIOS -
1. Kios Blok A Rp. 750.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 550.000,00 | Pertahun
3. Kios Blok C Rp. 500.000,00 | Pertahun
B. LOS Rp. 200.000,00 | Pertahun
C. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m?2 /hari
D. |TERNAK
1. Ternak Besar = Sapi, Kerbau, dll Rp. 3.000,00 | Per ekor
2. Ternak Keeil = Kambing, Domba, dll Rp. 2.000,00 | Per ekor
E. MCK Rp. 800.000,00 | Pertahun
13. | PASAR ARJOWINANGUN
A, KIOS
1. Kios Blok A Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
2. Kios Blok B Rp. 1.000.000,00 | Pertahun
3. Kios Blok C Rp. 1.250.000,00 { Pertnhun
4, Kios Blok A Pasar Buah Rp. 1.250,000,00 | Peritahun
5. Kios Blok B Pasar Buah Rp. 750.000,00 | Pertahun
6. Kios Blok A Pasar Sayur Rp. 1.100.000,00 | Pertahun
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7. Kios Blok B Pasar Sayur Rp. 800.000,00 | Pertahun
3. Kios Blok C Pasar Sayur Rp. 700.000,00 | Pertahun
B. BEDAG
1. Bedag Blok A Rp. 600.000,00 | Pertahun
2. Bedag Blok B Rp. 500.000,00 | Pertahun
3. Bedag Biok C Rp. 400.000,00 | Pertahun
4. Bedag Blok D Rp. 350.000,00 | Pertahun
C. LOS Rp. 300.000,00 | Pertahun
D. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m2 /hari
E. MCK :
1. MCK A Rp. 9.000.000,00 | Pertahun
2. MCK B Rp. 8.000.000,00 | Pertahun
3. MCK C Rp. 2.000.000,00 | Pertahun
14, | PASAR SAWO
A, KiOS Rp. 1.500.000,00 | Pertahun
B. PELATARAN Rp. 500.000,00 | Pertahun
C. MCK Rp. 300.000,00 | Pertahun
15. | PASAR GERDON
A. KIOS Rp. 250.000,00 | Pertahun
B. LOS Rp. 500.000,00 | Pertahun
C. PELATARAN Rp. 1.000,00 | Per m? /hari
D. MCK Rp. 250.000,00 | Pertahun
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B. Tempat Bongkar Muat

BESARNYA
NO. URAIAN TARIF KETERANGAN
1 2 3 4
1 | Roda 4 atau lebih Rp. 2.000,00 Sekali kegiatan
BUPATI PACITAN
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INDARTATO




